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         Abstract 
 
This study aims to: (1) to analyze the level of consistency of planning and 
budgeting document which occurred in the Lembata district Year 2012-
2015; (2) look at the factors that cause inconsistencies; and (3) to formu-
late policy priorities. To answer the purpose, this study used a descriptive 
evaluative methods, which are categorized as qualitative stream. The in-
formants include the executive, legislative, and NGOs. Based on an anal-
ysis tool Matrix Consolidated Planning and Budgeting, Analysis of Root 
Cause Analysis, and Analytical Hierarchy Process (AHP), the results 
showed that the documents of the most inconsistent is RPJMD-RKPD, 
while programs that have a risk of inconsistency so high is infrastructure 
development.  
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat konsistensi 
perencanaan dan penganggaran daerah yang terjadi di Kabupaten 
Lembata Tahun 2012-2015; (2) melihat faktor-faktor penyebab 
inkonsistensi; dan (3) merumuskan prioritas kebijakannya. Untuk 
menjawab tujuan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
evaluatif, yang dikategorikan sebagai stream kualitatif. Informan 
penelitian ini meliputi pihak eksekutif, legislatif, dan LSM. Berdasarkan 
alat analisis Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran 
(MKPP), Analisis Akar Masalah, dan metode Analytical Hierarchy Pro-
cess (AHP), hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen yang paling 
inkonsisten adalah RPJMD-RKPD, sementara program yang memiliki 
resiko inkonsistensi sangat tinggi adalah pembangunan infrastruktur.  
 
Kata Kunci : Inkonsistensi, Penganggaran , Perencanaan. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Peme-
rintah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pelayanan, pem-
berdayaan, dan peran serta masyarakat 
serta peningkatan daya saing daerah 
dengan memperhatikan prinsip demo-
krasi, pemerataan, keadilan, dan ke-
khasan suatu daerah dalam sistem Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia. Un-
dang-undang ini merupakan peruba- 
han dari beberapa undang-undang se-
belumnya yang secara eksplisit menga-
manatkan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan daerah secara efisien dan 
efektif dengan memperhatikan hubu-
ngan antara pusat dan daerah, dan antar 
daerah. Undang-undang ini juga meru-
pakan upaya menyempurnakan sistem 
perencanaan dan penganggaran daerah, 
yang diharapkan dapat berdampak 
terhadap derajat kualitas otonomi da-
erahnya. Oleh karena itu, konten pen-
ting dari Undang-Undang Nomor 1 Ta-
hun 2015 adalah aspek perencanaan 
dan penganggaran. 
Beberapa peraturan yang ada 
menuntut adanya konsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran pada 
skala daerah. Beberapa peneliti seperti 
Kartasasmita (1997), Kuncoro (2004), 
Mamesah (2005), Ardani& Amiruddin 
(2009), Indrawan (2011), dan Sjafrizal 
(2014) mengungkapkan bahwa im-
plikasi dari keberhasilan pembangunan 
daerah tak bisa dilepaskan dari opti-
malisasi aspek perencanaan dan peng-
anggaran. Hal ini dapat tercapai ma-
nakala pengelolaan pembangunan di 
daerah tidak hanya menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat. Justru peme-
rintah daerah dianggap mempunyai in-
formasi yang lebih baik tentang potensi 
dan permasalahan daerahnya. Dengan 
demikian, jika tanggung jawab pe-
ngelolaan pembangunan sebagian di-
serahkan kepada pemerintah daerah 
sesuai kewenangannya secara hukum, 
maka kesejahteraan masyarakat di da-
erah niscaya lebih cepat tercapai. Dari 
kondisi ini, maka perencanaan pemba-
ngunan mempunyai arti yang esensial. 
Selain itu, konsistensi perenca-
naan dan penganggaran merupakan 
upaya untuk melaksanakan efisiensi 
dan efektivitas pelayanan publik (Shah, 
2007). Berdasarkan pandangan Oates 
(1993) dan Oates (1999), efisiensi dan 
efektivitas sangat diperlukan untuk me-
menuhi kebutuhan akan barang dan 
jasa publik dengan biaya akses yang 
rendah (low cost). Hal ini sangat pen-
ting agar dapat mewujudkan kesejah-
teraan masyarakat yang lebih baik 
(Hsu, 2004). Konsistensi yang ber-
dampak pada efisiensi dan efetivitas 
pelayanan publik sangat penting dalam 
menciptakan outcome pengelolaan ke-
uangan public yang optimal, yaitu: 1. 
teralokasinya sumber pembiayaan pu-
blik pada urusan, program dan kegiatan 
strategis (strategic allocation); 2. Ter-
ciptanya efisiensi penge-lolaan keu-
angan daerah (technical efficiency); 
dan (iii) terciptanya disiplin fiskal (fis-
cal discipline). 
Perencanaan dan penganggaran 
daerah terefleksi dari beberapa doku-
men, yaitu RPJMD, RKPD, KUA, 
PPAS, dan APBD. Program dan kegia-
tan yang ditetapkan dalam RPJ-MD 
merupakan landasan penyusunan Kebi-
jakan Umum APBD (KUA) serta Prio-
ritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS). Sehingga, penganggaran 
(APBD) harus sinkron dengan KUA-
PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD). Rencana Kerja Peme-
rintah Daerah (RKPD) sebagai
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dokumen perencanaan tahunan daerah 
merupakan hasil dari penjaringan as-
pirasi masyarakat melalui MUS-
RENBANG yang dimulai dari tingkat 
desa/kelurahan hingga tingkat Kabupa-
ten. RKPD merupakan penjabaran dari 
RPJMD dengan menggunakan rencana 
kerja dan SKPD untuk jangka waktu 
satu tahun yang mengacu kepada Ren-
cana Kerja Pemerintah. APBD harus 
sinkron dengan KUA-PPAS dan 
RKPD untuk menjamin konsistensi an-
tara perencanaan pembangunan daerah 
dengan penganggaran daerah sehingga 
APBD yang ditetapkan sudah dapat 
dipastikan telah mengakomo-dasikan 
kebutuhan prioritas dan aspi-rasi 
masyarakat. 
Isu belum konsistennya antara 
perencanaan dan penganggaran daerah 
adalah kasus di Kabupaten Lembata, 
Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Perencanaan dan penganggaran daerah 
yang dilakukan oleh Pemerintah Dae-
rah bersama DPRD belum dilak-
sanakan secara optimal, mekanisme 
dan prosedur penyusunan perencanaan 
dan penganggaran daerah berbasis ki-
nerja belum diimplementasikan secara 
optimal, dan belum konsistennya 
kemauan politik (political will)  antara 
Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal ini 
ditunjukkan oleh beberapa, diataranya: 
(i) adanya kegiatan baru yang sering 
dimunculkan oleh DPRD dalam RA-
PBD pada saat dilakukan pembahasan 
bersama antara Pemerintah Daerah dan 
DPRD; (ii) masih terdapat perbedaan 
persepsi antara Pemerintah Daerah de-
ngan DPRD terkait dengan prioritas 
kegiatan dalam RKPD dengan PPAS 
dan RAPBD; (iii) masih terjadinya 
tarik menarik kepentingan politik antar 
anggota DPRD dalam pembahasan 
RAPBD Tahun 2013-2015, dan meng-
akibatkan penetapan APBD tidak tepat 
waktu; (iv) kinerja pelaksanaan pro-
gram/kegiatan dalam APBD tidak 
mencapai fisik 100%, demikian pula 
realisasi keuangan belum mencapai 
100%; dan (v) Pemerintah Daerah 
sampai saat ini belum memiliki: Ren-
cana Pembangunan Jangka Pan-jang 
Daerah (RPJPD), Peraturan Daerah 
tentang perencanaan dan pengang-
garan daerah, Standar Pelayanan Mini-
mal (SPM), dan Analisis Standar Be-
lanja (ASB).  
Ragam gejala ini ditunjang 
dengan hasil evaluasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Provinsi NTT tentang 
“Catatan Evaluasi Atas RANPERDA 
Tentang APBD Kabupaten Lembata”, 
sejak tahun 2013 sampai 2015 bahwa 
tingkat inkonsistensi antara perencana-
an dan penganggaran masih sangat 
tinggi, diantaranya: (i) pada Tahun 
2013, tingkat inkonsistensi program 
antara KUA-PPAS dengan RAPBD 
sebesar 4,7%; (ii) pada Tahun 2014, 
tingkat inkonsistensi kegiatan antara 
KUA /PPAS dengan RAPBD lebih 
tinggi lagi, yaitu mencapai 10,3%; 
dan (iii) pada Tahun 2015, tingkat 
inkonsistensi kegiatan antara RKPD 
dengan KUA-PPAS jauh lebih tinggi 
lagi yakni mencapai 16,8%. Keti-
dakkonsistenan ini sangat berbeda de-
ngan kabupaten lain di NTT yang se-
lalu menunjukkan konsistensi antar do-
kumen.  
Terkait persoalan di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk menggali 
dan menemukan faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi inkonsistensi pe- 
rencanaan dan penganggaran (antara 
dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan 
APBD) dari sisi keesuaian/keselarasan 
program.  
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Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pen-
dekatan deskriptif evaluatif, yang ber-
tujuan untuk mengumpulkan in-
formasi mengenai status suatu gejala 
yang ada, yaitu keadaan gejala menurut 
apa adanya pada saat penelitian di-
lakukan (Humble, 2009). Pendekatan 
ini mengharuskan peneliti untuk meng-
gunakan jenis penelitian kualitatif.  
Penggalian data, selain data se-
kunder dari beberapa dokumen pe-
rencanaan dan penganggaran, peneliti 
juga menggunakan metode interview 
dan Focus Group Discussion (FGD) 
yang didasarkan pada beberapa poin 
hipotesis. Hipotesis didapat dari lan-
dasan teoritis dan berangkat dari ke-
rangka konsep penelitian. Hipotesis ini 
kemudian dituangkan dalam beberapa 
komponen daftar pertanyaan. 
Alat analisis data yang akan 
digunakan pada penelitian ini, yaitu: 
pertama, Matriks Konsolidasi Peren-
canaan dan Penganggaran (MKPP). 
Cara atau teknik yang digunakan untuk 
mengolah data dengan menggunakan 
matriks. Kedua, Analisis Akar Masa-
lah. Pertimbangan Analisis Akar Ma-
salah (Root Cause Analysis) atau dis-
ingkat RCA peneliti gunakan karena 
sering terjadinya perbincangan tentang 
masalah inkonsistensi antara perenca-
naan dan penganggaran yang berlang-
sung dalam rapat, sidang, maupun dis-
kusi namun malah menjadi semakin 
rumit dan tidak menyelesaikan akar 
masalahnya. Pada saat itulah sangat ja-
rang dirasakan pentingnya menge-tahui 
apa yang menjadi akar atau duduk 
perkara dari inkonsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran. Seca-
ra teknis, RCA dalam penelitian ini di-
akukan dengan menganalisis hasil ja-
waban dari responden.  
Ketiga, Metode Analytical Hie-
rarchy Process (AHP). Penelitian ini 
bertujuan untuk merekomendasikan 
strategi kebijakan seperti apa yang te-
pat untuk menerapkan konsistensi an-
tara dokumen perencanaan dan peng-
anggaran. Oleh karena itu, penelitian 
ini menggunakan Analytical Hierarchy 
Process (AHP). AHP merupakan suatu 
metode pengambilan keputusan yang 
sederhana dan fleksibel, yang menam-
pung kreativitas dalam rancangannya 
terhadap suatu masalah. AHP mema-
sukan aspek kualitatif dan kuantitatif 
dari sebuah ide (Saaty,1993).  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penilaian konsistensi perencana-
an dengan penganggaran Kabupaten 
Lembata dilakukan melalui evaluasi 
dokumen antara RPJMD, RKPD, 
PPAS, dan APBD tahun 2012 hingga 
2015. Konsistensi ini ditelusuri dari: (i) 
Dokumen RPJMD dengan RKPD; (ii) 
RKPD dengan PPAS; dan (iii) PPAS 
dengan APBD. Pada Tahun 2012, pro-
gram yang paling inkonsisten adalah 
pada dokumen antara RPJMD dan RK-
PD. Diduga, proses diskusi dalam 
menentukan RPJMD dan RKPD baik 
eksekutif maupun legislatif ber-jalan 
penuh persoalan. Berbeda dengan 
dokumen RKPD-PPAS dan dokumen 
PPAS-APBD yang tidak separah 
dengan dokumen RPJMD-RKPD. Pada 
tahun 2013, dokumen yang paling ren-
dah tingkat konsistensinya adalah pada 
RPJMD-RKPD. Hal ini menandakan 
bahwa do-kumen RPJMD-RKPD 
meru-pakan tahapan penyusunan doku-
men yang paling banyak persoalan ba-
ik pada tahun 2012 maupun tahun 2013 
sehingga tingkat konsistensinya sangat 
rendah. Hal ini harus menjadi perhatian 
peme-rintahan Kabupaten Lembata da-
lam memandang begitu krusialnya per-
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encanaan antara dokumen RPJMD dan 
RKPD. Pada tahun 2014, dokumen 
yang paling konsisten adalah pada ta-
hap RKPD-PPAS. Untuk tahun 2015, 
konsistensi program rata-rata telah me-
ngalami peningkatan di semua level 
dokumen.  Kesemua hal ini menadakan 
bahwa tahun 2015 pembahasan di se-
mua program telah membaik dan ke-
cenderungan telah menemukan titik 
temu atau ruang kompromi baik ekse-
kutif maupun legislatif.  
Selain analisis per tahun, analisis 
tingkat konsistensi antar program juga 
dilihat berdasarkan per level dokumen 
perbandingan setiap tahunnya. Analisis 
ini dapat melihat perbandingan tingkat 
konsistensi antar pogram pada masing-
masing dokumen setiap tahunnya. Pada 
level dokumen RPJMD-RKPD, terlihat 
bahwa tingkat konsistensi dokumen 
yang mencapai 100% dalam kurun 
waktu 2012-2015 tidak ada. Tingkat 
konsistensi paling tinggi adalah pro-
gram reformasi birokrasi yang men-
capai 95,12% di tahun 2015. Semen-
tara untuk level dokumen RKPD-PPAS 
menunjukkan gejala yang berbeda. Sa-
lah satu progam yang cukup menjadi 
perhatian adalah pada program refor-
masi birokrasi. Jika dilihat, tingkat 
kosistensinya meningkat dari tahun 
2012 sebesar 83,33% menjadi konsis-
ten 100% pada tahun 2013. Namun 
tingkat konsistensi yang 100% pada 
tahun 2013 tidak dapat dipertahankan, 
bahkan menurun tajam pada tahun 
2014 yang hanya sebesar 47,62%. Hal 
ini menandakan bahwa pembahasan di 
level RKPD-PPAS cukup rumit dalam 
membahas program reformasi birokra-
si. Untuk level dokumen PPAS-APBD, 
sifatnya juga fluktuatif, namun tingkat 
fluktuasinya tidak setajam pada level 
RKPD-PPAS. Program yang tingkat 
konsistensinya cukup fluktuatif dan 
paling mencolok adalah pada program 
reformasi birokrasi. Hal ini sama 
dengan level dokumen RKPD-PPAS, 
dimana program reformasi birokrasi 
juga sanagt fluktuatif. 
 Sebagai upaya mengeksplorasi 
faktor-faktor penyebab inkonsistensi, 
peneliti menggunakan sumber data dari 
dua pelaku utama pembangunan, yaitu 
Pemeritah Daerah dan DPRD, ditam-
bah kelompok penekan (pressure gro-
up), yaitu LSM.  Ketiganya memapar-
kan masing-masing pandangannya me-
lalui dua tahapan. Tahapan pertama, 
peneliti menyebar kuesioner sebelum 
dilakukan FGD, atau disebut dengan 
tahap pra-FGD. Dari hasil jawaban ini, 
kemudian akan dipaparkan dalam 
FGD. Selanjutnya, setelah pemaparan, 
dilakukan pendalaman untuk mengeks-
plorasi hasil jawaban faktor-faktor in-
konsistensi dari masing-masing kelo-
mpok. Hasil dari pendalaman dari 
faktor-faktor inkonsistensi perencanaan 
penganggaran Kabupaten Lembata me- 
liputi: Rendahnya kualitas SDM, mi-
nimnya komitmen organisasi, terdapat 
kepentingan politik, ego sektoral, in-
formasi asimetris, dan terbatasnya tek-
nologi informasi. 
 Temuan penyebab inkonsistensi 
menguatkan isu bahwa Kabupaten 
Lembata masih belum menjalankan 
pelayanan publik secara efektif dan efi-
sien. Hal ini karena tiga faktor utama 
yang paling berpengaruh terhadap in-
konsistensi adalah: (i) terbatasnya tek-
nologi dan informasi; (ii) rendahnya 
komitmen pemimpin (Bupati); dan (iii) 
kapasitas SDM aparatur yang masih 
rendah. ditambah “faktor lainnya” 
yang masih penuh dengan persoalan 
penyebab inkonsistensi yang dalam 
FGD dianggap sebagai persoalan men-
dasar.  
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  Bila mengadopsi dari pendapat 
Santosa (2013), inefisiensi dan inefek-
tivitas pelayanan publik merepresen-
tasikan bahwa daerah tersebut kurang 
responsif terhadap kebutuhan masya-
rakat. Gambaran persoalan di atas 
dapat menjelaskan bahwa responsifnya 
desentralisasi di Kabupaten Lembata 
dikarenakan masih rumitnya perma-
salahan di level daerah, khususnya da-
lam kelengkapan regulasi dan kesiapan 
antara eksekutif dan legislatif. Poterba 
(1996) memperkuat temuan ini, dima-
na isu utama permasalahan desen-
tralisasi di Indonesia adalah lemahnya 
keterkaitan antara perencanaan dan 
penganggaran. Selain itu, World Bank 
(2008) menemukan adanya dua isu 
yang mecemaskan selama pelaksanaan 
desentralisasi di Indonesia, yaitu: (i) 
pola alokasi belanja publik dari ber-
bagai pemerintah lokal di Indonesia 
cenderung sama; dan (ii) peristiwa ko-
rupsi belanja publik ditingkat lokal ja-
uh lebih besar terjadi pada era desen-
tralisasi dibandingkan pada masa sen-
tralisasi. Beberapa argumen menjelas-
kan bahwa ragam permasalahan ini 
akibat pelaksanaan desentralisasi cen-
derung terfokus pada hasil yang di-
inginkan seperti dijelaskan teori sektor 
publik model Barat, namun bukan pada 
proses kontekstual yang dalam kasus 
ini adalah adanya proses perencanaan 
dan penganggaran (Smoke & Lewis, 
1999). Dalam hal kritik, poin utama 
yang selalu disampaikan adalah belum 
optimalnya mekanisme tata kelola ke-
lembagaan dalam mekanisme desen-
tralisasi (Bahl, 1999).  
 Beberapa kekhawatiran diatas 
sangat diperlukan, sehingga perbaikan 
serta penentuan kebijakan yang tepat 
(khususnya sinkronisasi perencanaan 
dan penganggaran). Bila mekanisme 
tata kelola perencanaan dan peng-
anggaran tidak dilakukan secara op-
timal, dikhawatirkan pelaksanaan de-
sentralisasi tidak sesuai yang diharap-
kan. Hal ini tidak terlepas dari pelaja-
ran kondisi kekinian dan prediksi ke 
depan. Bagaimanapun, konsistensi pe-
rencanaan dan penganggaran dapat 
membuka potensi yang lebih besar da-
lam meningkatkan tata kelola ekonomi 
makro dan pemerataan pembangunan 
(Shah, 2008 ). 
 Berdasarkan hasil analisis faktor-
faktor penyebab inkonsistensi, didapat-
kan beberapa akar permasalahan yang 
sangat penting sebagai bahan (input) 
untuk merumuskan kebijakan yang te-
pat dalam upaya menciptakan konsis-
tensi antara perencanaan dan peng-ang-
garan di Kabupaten Lembata. Mengacu 
dari metodologi dalam penelitian ini, 
maka perumusan kebijakan yang dila-
kukan adalah dengan meng-gunakan 
metode AHP. Metode ini mengunakan 
7 (tujuh) kriteria dan 10 (sepuluh) al-
ternatif, yang kemudian dibuat kue-
sioner AHP yang disebarkan ke 8 (de-
lapan) stakeholder yang dipercaya me-
rupakan orang-orang kompeten di bi-
dangnya.  
Tahap Pertama adalah dilakukan 
perhitungan Bobot Kriteria. Dari hasil 
penelitian dengan menggunakan AHP, 
didapat bentuk matriks perbandingan 
berpasangan dan kemudian dilakukan 
proses pembobotan. Perhitungan bobot 
kriteria dilakukan dengan bantuan pro-
gram Expert Choice dan pada ma-sing-
masing stakeholder dan dilakukan uji 
konsistensi data. Berdasarkan bebe-
rapa perhitungan dengan menggunakan 
AHP, maka diketahui bahwa kriteria 
yang paling dominan atau yang paling 
direkomendasikan secara berturut-turut 
adalah: 1. Komitmen Pemimpin Daerah 
(0,288); 2. Kapasitas SDM (0,248); 3. 
Data dan Informasi (0,136); 4. Komu-
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nikasi Politik (0,128); 5. Kemampuan 
Keuangan Daerah (0,091); 6. Teknologi 
(0,085); 7. Komitmen Organisasi 
(0,025). 
Tahap selanjutnya setelah anali-
sis kriteria prioritas adalah melakukan 
analisis pembobotan alternatif melalui 
penilaian dari para stakeholder untuk 
mendapatkan bobot alternatif tertinggi. 
Penilaian alternatif dalam penelitian ini 
berdasarkan persepsi para stakeholder 
dengan cara pengisian kuisioner sesuai 
dengan tingkat prioritasnya. Penilaian 
alternatif tersebut didasarkan pada 
masing-masing kriteria prioritas kebi-
jakan konsistensi perencanaan dan pe-
nganggaran daerah di Kabupaten Lem-
bata. Secara teknis, setelah dilakukan 
penilaian terhadap masing-masing 
stakeholder dan direkapitulasi, maka 
dapat dilakukan perhitungan score al-
ternatif untuk masing-masing stakehol-
der. Perhitungan score alternatif dila-
kukan dengan bantuan program Excel 
pada masing-masing stakeholder. Sco-
re alternatif merupakan hasil perkalian 
antara bobot kriteria dengan nilai alter-
natif oleh para stakeholder. 
Dari hasil rekapitulasi bobot al-
ternatif masing-masing stakeholder, 
kemudian dilakukan perhitungan score 
alternatif rata-rata dari seluruh stake-
holder. Dari perhitungan alternatif ra-
ta-rata seluruh stakeholder, maka dapat 
diketahui score alternatif total masing-
masing alternatif kebijakan konsistensi 
perencanaan dan penganggaran daerah 
di Kabupaten Lembata.  
Gambar 1 menunjukkan rasio bo-
bot alternatif total kebijakan konsis-
tensi perencanaan dan penganggaran 
daerah di Kabupaten Lembata. Ber-
dasarkan Gambar 1, didapatkan bahwa 
bobot alternatif pertama adalah Komit-
men Terhadap Dokumen Perencanaan 
yang memiliki bobot paling tinggi, 
yakni sebesar 0,259.  
 
Model Name: ferdinand
Synthesis: Summary
Combined instance -- Synthesis with respect to: Prioritas Kebijakan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
     Overall Inconsistency = .08
Meningkatkan Kualitas Aparat .035
Penempatan Aparat .058
Taat Terhadap Regulasi .090
Menyiapkan  Regulasi Daerah .139
Memperkuat Basis Data .045
Adopsi Teknologi .180
Optimalisasi Penerimaan Daerah .083
Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Daerah .071
Memperkuat Kelembagaan .040
Komitmen Terhadap Dokumen Perencanaan .259
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Gambar 1. Grafik Rasio AHP Score Alternatif Hasil Pendapat Stakeholder 
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Bobot alternatif kedua adalah A-
dopsi Teknologi yang mempunyai bo-
bot 0,180. Bobot alternatif ketiga ada-
lah Menyiapkan Regulasi Daerah yang 
mempunyai bobot 0,139. Ber-dasarkan 
dua rumusan kebijakan baik dari perhi-
tungan bobot kriteria maupun bobot al-
ternatif prioritas di atas, dapat 
digabungkan sebuah rumusan kebija-
kan yang dapat menjamin konsistensi 
antara perencanaan dan penganggaran 
daerah di Kabupaten Lembata. Rumu-
san kebijakan ini bersifat pengga-
bungan antara keduanya, sehingga di-
dapatkan sebuah Gambar 2. 
 Prioritas kebijakan untuk men-
dukung konsistensi perencanaan dan 
penganggaran daerah di Kabupaten 
Lembata adalah: (i) Komitmen Ter-
hadap Dokumen Perencanaan; (ii) A-
dopsi Teknologi; dan (iii) Menyiap-kan 
Regulasi Daerah. Prioritas kebi-jakan 
tersebut harus didukung dengan adanya 
kebijakan : (i) Komitmen Pemimpin 
(ketegasan dan konsistensi pimpinan 
daerah); (ii) Kapasitas SDM (kualitas 
SDM aparatur); dan (iii) Data dan In-
formasi (data dan informasi yang 
lengkap dan rinci). 
Beberapa rumusan kebijakan di 
atas sesuai dengan beberapa teori lo-
gika ekonomi pelaksanaan desentrali-
sasi, khususnya urgensi kepatuhan ter-
hadap dokumen perencanaan dan peng-
anggaran. Menurut Dilliger (1999), pa-
da dasarnya terdapat empat jenis kepa-
tuhan yang harus dilakukan dalam me-
laksanakan konsistensi antara peren-
canaan dan penganggaran. Pertama, 
aspek politik (politic), yaitu pemberian 
kepada warga negara melalui perwa-
kilan yang dipilih seuatu kekuasaan 
yang kuat untuk mengambil keputusan 
publik. Kedua, aspek administratif (ad-
ministrative) yaitu pelimpahan wewe-
nang guna mendistribusikan wewe-
nang, tanggung jawab dan sumber-
sumber keuangan untuk menyediakan 
pelayanan publik, terutama yang me 
nyangkut perencanaan dan pengang-
garan. Ketiga, aspek ekonomi (econo-
mic or market decentralization), yaitu 
kebijakan untuk pelimpahan fungsi-
fungsi pelayanan masyarakat dari pe-
merintah.
Dynamic Sensitivity for nodes below: Prioritas Kebijakan Konsistensi
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 0 .1 .2 .3 .4
 24.8% Kapasitas SDM
 28.8% Komitmen Pemimpin
 12.8% Komunikasi Politik
 9.1% Kemampuan Keuangan
 13.6% Data dan Informasi
 8.5% Teknologi
 2.5% Komitmen Organisasi
 3.5% Meningkatkan Kualitas Aparat
 5.8% Penempatan Aparat
 9.0% Taat Terhadap Regulasi
 13.9% Menyiapkan  Regulasi Daerah
 4.5% Memperkuat Basis Data
 18.0% Adopsi Teknologi
 8.3% Optimalisasi Penerimaan Daerah
 7.1% Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Daerah
 4.0% Memperkuat Kelembagaan
 25.9% Komitmen Terhadap Dokumen Perencanaan
Objectives Names
Kapasitas SD Kapasitas SDM
Komitmen Pem Komitmen Pemimpin
Komunikasi P Komunikasi Politik
Kemampuan Ke Kemampuan Keuangan
Data dan Inf Data dan Informasi
Teknologi Teknologi
Komitmen Org Komitmen Organisasi
Alternatives Names
Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Aparat
Penempatan A Penempatan Aparat
Taat Terhada Taat Terhadap Regulasi
Menyiapkan  Menyiapkan  Regulasi Daerah
Memperkuat B Memperkuat Basis Data
Adopsi Tekno Adopsi Teknologi
Optimalisasi Optimalisasi Penerimaan Daerah
Efisiensi da Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Daerah
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Gambar 2. Rumusan Kebijakan Prioritas dan Alternatif dalam Menjamin Kon 
sistensi antara Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Lembata 
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Keempat, aspek fiskal (fiskal de-
centralization) yaitu pelimpahan we-
wenang dalam mengelola sumber-sum-
ber keuangan. Dari keempat aspek ini, 
konsistensi perencanaan dan peng-ang-
garan tak lain adalah upaya untuk men-
goptimalkan desentralisasi. Sebagai-
mana dikemukakan oleh Prassetya 
(2013), desentralisasi fiskal adalah 
pendelegasian tanggung jawab dan 
pembagian kekuasaan dan kewenangan 
untuk pengambilan keputusan di bi-
dang fiskal yang meliputi aspek peneri-
maan (tax assignment) maupun aspek 
pengeluaran (expenditure assignment). 
Syahruddin (2012) berpendapat bahwa 
upaya ini merupakan konteks yang 
harus dilakukan sebagai konsekuensi 
dari pencapaian taraf hidup masyarakat 
yang lebih baik. Dengan demikian, 
konsistensi perencanaan dan pengang-
garan akan berimbas pada penciptaan 
sektor publik di daerah (Oates 1993). 
Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk 
mewujudkan efisiensi pemerintah da-
lam mendorong pengembangan eko-
nomi (Oates, 1993). Konsistensi peren-
canaan dan penganggaran juga diang-
gap representasi dari upaya dalam 
transfer kekuasaan, sumberdaya, dan 
tanggung jawab dari pemerintah pusat 
ke tingkat daerah, sehingga mencip-
takan hubungan horizontal (bukan hie-
rarki) antar pelaku baik publik maupun 
swasta (Widodo & Utomo, 2012).  
Diharapkan, upaya mewujudkan 
konsistensi antara perencanaan dan 
penganggaran di Kabupaten Lembata 
dapat menjamin stabilitas politik untuk 
membawa pemerintahan lokal lebih 
dekat dengan konstituen, sehingga 
lebih akuntabel dan transparan (Di-
linger, 1999). Menurut Sidik (2002), u-
paya ini harus dapat menjamin: (i) 
kesinambungan kebijakan fiskal (fiskal 
sustainability) dalam konteks kbijakan 
ekonomi makro; (ii) mengadakan ko-
reksi atas ketimpangan antar untuk 
meningkatkan efisiensi pengalokasian 
sumber daya daerah; (iii) dapat meme-
nuhi aspirasi, memperbaiki struktur 
fiskal, dan memobilisasi pendapatan; 
(iv) meningkatkan akuntabilitas, trans-
paransi, dan partisipasi masyarakat da-
lam pengambilan keputusan; (v) me-
mastikan adanya pelayanan yang ber-
kualitas di setiap program; dan (vi) 
menciptakan kesejahteraan sosial (so-
cial welfare) bagi masyarakat. 
 
Penutup 
Pada dasarnya semua dokumen 
sangat beresiko inkonsisten, baik 
RPJMD-RKPD, RKPD-PPAS, maupun 
PPAS-APBD. Meski demikian, doku-
men yang perlu menjadi prioritas per-
hatian adalah RPJMD-RKPD, kare-na 
terbukti memiliki tingkat inkonsis-tensi 
paling rendah. Sementara yang perlu 
menjadi prioritas pembahasan adalah 
program Percepatan Pebangu-nan In-
frastruktur karena terbukti se-lama ini 
merupakan program dengan tingkat 
konsistensi paling rendah. 
Untuk memperbaiki tingkat kon-
sistensi ke depan berdasarkan hasil an-
alisis temuan faktor-faktor penyebab 
inkonsistensi, maka rekomendasi yang 
diajukan adalah: Pertama, Pada kebi-
jakan peningkatan kapasitas SDM, 
maka perlu adanya pendidikan dan pe-
latihan formal maupun teknis, serta 
pendampingan yang dilakukan oleh 
konsultan atau pihak akademisi.  Ke-
dua, Untuk memperbaiki komitmen 
dan kinerja organisasi (SKPD) menuju 
pencapaian visi dan misi daerah, maka 
dilakukan dengan cara membuat regu-
lasi tingkat daerah (Peraturan Daerah)
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untuk menjamin konsistensi perenca-
naan dan penganggaran (perencanaan 
dan penganggaran terpadu). 
Ketiga, Untuk meminimalisir 
kuatnya kepentingan politik dan ego 
sektoral/SKPD yang berpeluang untuk 
menjadikan perencanaan dan pengang-
garan menjadi inkonsisten, maka perlu 
adanya komitmen kepala daerah (Bu-
pati) yang kuat untuk konsisten menja-
lankan visi dan misi daerah yang telah 
ditetapkan dan mampu meng- arahkan 
SKPD untuk melaksanakan visi dan 
misi daerah melalui organisasinya se-
cara konsisten dan tepat. 
Keempat, Untuk mengontrol ki-
nerja pemimpin, terutama kepala dae-
rah (Bupati) terkait komitmennya ter-
hadap pelaksanaan visi dan misi me-
lalui program dan kebijakan yang telah 
ditetapkan, maka sangat diper-lukan 
adanya kebijakan transparansi publik 
terhadap proses perencanaan dan 
penganggaran dan pelibatan peran aktif 
masyarakat melalui media masa dan  
LSM atau kelompok masyarakat se-
bagai kontrol. Salah satu solusinya 
adalah: Perlu adanya transparansi ten-
tang jumlah anggaran oleh Dis-penda-
PKAD; Membangun kesada-ran apara-
tur untuk menjalin kerjasama antar 
sektor; TAPD harus konsisten untuk 
meneliti kesesuaian antara se-mua 
dokumen perencanaan; Hindari pro-
gram/kegiatan yang bersifat dada-kan; 
Perlu adanya komitmen bersama antara 
pemerintah dan DPRD untuk taat ter-
hadap peraturan perundangan di bidang 
perencanaan dan penganggaran daerah; 
dan Penyerahan dokumen pe-
rencanaan maupun penganggaran ke-
pada DPRD harus labih awal sehing-ga 
cukup waktu untuk menelaah kesesua-
ian antar dokumen tersebut. 
Kelima, Untuk memperbaiki ke-
bijakan data dan informasi, maka harus 
dilakukan pada tiga aspek, yaitu: 
Komunikasi yang lebih terbuka antara 
pemerintah dan DPRD; Harus meli-
batkan semua anggota DPRD dalam 
setiap proses dan tahapan perencanaan 
pembangunan maupun pada saat pem-
bahasan anggaran; dan Memperkuat 
basis data sektoral/SKPD dalam skala 
mikro untuk mendukung perencanaan 
daerah dalam skala makro. Keenam, 
Pada adopsi teknologi, yang harus dila-
kukan adalah membentuk sistem apli-
kasi yang mengintegrasikan perenca-
naan dan penganggaran (E-planning 
dan E-budgeting). Hal ini dilakukan 
dengan proses pengadaan yang meli-
batkan pihak ketiga. 
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